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ABSTRAK 

 

 

 

 

 

: a. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi 

Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 247 Tahun 2022 

tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian 

pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara 

Barat; 

b. bahwa sehubungan dengan adanya Pemberhentian dan 

Pengangkatan Kepala Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada 

huruf a, perlu dilakukan Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi 

Pemilihan Umum Kota Bima Nomor 04/HK.03.1-Kpt/5272/KPU-

Kot/III/2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas 

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di 

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 

huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi 

Pemilihan Umum Kota Bima tentang Perubahan Ketiga Atas 

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor 

04/HK.03.1-Kpt/5272/KPU-Kot/III/2020 tentang Pembentukan 

Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima; 

 

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima ini 

adalah: 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota 

Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik 



Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4188); Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5494); Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6109); Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4890); Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 

tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

5135); Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 

Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara 

Pemihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 

2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemeritah 

di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum 

Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786); Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, 

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi 

Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236); Keputusan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/TAHUN 2014  tentang 

Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah di Ligkungan Komisi Pemilihan Umum; Surat Komisi 

Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 



1406/PW.01.SD/08/SJ/K/2017 Perihal Penyelenggaraan Sistem Intern 

Pemerintah (SPIP) serta pengisian dan pelaporan Kartu Kendali untuk 

KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota. 

 

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor:  

13/HK.03.1/5272/2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan 

Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor: 04/HK.03.1-

KPT/5272/KPU-KOT/III/2020 Tentang Pembentukan Satuan Tugas 

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di 

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima ini menetapkan 

tentang Susunan Satuan Tugas dan Tugas Satuan Tugas 

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di 

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima. 

 

 

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima ini mulai berlaku 

sejak ditetapkan tanggal 7 April 2022. 

- 7 halaman 

- 2 Lampiran 

 


